
 
BUPATI BARITO KUALA 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA 
NOMOR 101.A TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  

NOMOR 68 TAHUN 2015 
TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN  

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 

 RPJMD TAHUN 2013-2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BARITO KUALA, 
 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 68 Tahun 2015 
tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator 

Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Tahun 2013-2017 perlu 
dilakukan evaluasi dan penyesuaian agar Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Barito Kuala dapat berjalan lebih efektif, efisien 
dan tepat sasaran ;   

 

b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, maka perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja 

Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 - 
2017; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati 
 

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang–undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai 

Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2003  
Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 
3. Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2004  tentang  Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
 

 



 
 
 

 
 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005– 
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  

Nomor  33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679) ; 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) ; 
 

10. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2014  tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2015-2019; 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun 

2008  tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 



 

 
 

 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 
Nomor 11);  

14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor  33); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan 
 

 

: 
 

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 68 

TAHUN 2015 TENTANG REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA 
(IKU) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) RPJMD TAHUN 
2013-2017. 

 
PASAL I 

 

Ketentuan Lampiran I dan II Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 68 Tahun 2015 
mengenai Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama (IKK dan IKU) 

RPJMD 2013-2017 Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan setelah review Tahun 
2017 diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini. 
 

PASAL II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala. 
 

Ditetapkan di Marabahan 

pada tanggal 31 Oktober 2017  
 

BUPATI BARITO KUALA, 

 

 
 

H. HASANUDDIN MURAD 

Diundangkan di Marabahan 

pada tanggal 31 Oktober 2017   
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BARITO KUALA, 
 
 

 
 

H. SUPRIYONO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  

TAHUN 2017 NOMOR 
 


